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BT'PATT BAIICGAI

PROVIIISI SUI,AWESI TEI{GATI

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 1l TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PBMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDBSAAN DAN PBRKOTA,.\N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGCAI,

bahg,a clalam rangka melal<sanakan keterntuan dalam Pasal I O

Ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 (6), Pasal 16

ayat (3), Pasal 17 Ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (6), Pasal

2O ayat (2), Pasal 22 ayat 6 dan Pasal 25 ayat (2) Peranrran Daer:ah

Kairupaten Banggai Nomor 1O Tahun 2073 tentang Pajak Bumi dan

BangUnan Perdesaan dan Perkotaan, untuk mernberikall Kepastian
Hukum dan meningkatkan p,elayanan kepada Wajib Pajak perlu

rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penrungutan Pajak

Bumi clan Bangunan Perdessan cian Perkotaan;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7'4,Tambahan Lembaran

Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 1822l.;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1.983 tentang Ketentrran {Jmum

dan Taia Cara Perpajakan (lembaran Negara Republik Indonesia

Talmn 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3262\ sebagaimana telah diubah terakhir

clengan Undang-Undang i\omor 28 Tahun 2OO7 terltang

Perrrbahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1q83

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakarr (Lembaran

Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2OO7 Nomor 85, Tarrflrahan

Lernbarern Negara Republik lndonesia Nontor 474O1;
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3. Undang-Undang Nomor 17 'fahun

Negara (tembaran Negara RePublik
2OO3 ':ntang Keuangan

Indonesia Tahun 2OO3

Nomor' 47, Tambahan Lembaran Negpra Republik Indonesia

Nomor 42861;

4, Unclang-Undang Nomor I 'fahun 2OA4 ientang Perbendahalaan

Ncgara (trmbaran Negara Republik- lndonesia Tahun 2oo4

Nomgr 5, Tambahan Lembaran Negara, -ftepublik Indonesia

Nomor a355); 'i'''.':i
5, Undang-Undang Nomor 15 Tahun zAM tehtapg Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung$au'ab Keuangart'Nd$ara (l-embaran

Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2OO4 Noftror 66, Tambahan

lrmbaran Negara Republik Indc:,ncsia Nomor 44OO);

'{



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
psslgrintah,'n DaeraL ikmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapt kali
terahir dengan dengan Undang-Undalg Nomor. 12 Tahun 20O8
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah {I-embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan
lrmbaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lernbaran l{egara Republik lndonesi-a
Tahun 2OO9 Nomor l3O, Tambahan l,embaran Negara Rep{ublik
Indone sia Nomor 5O49);

Peraturan Pemerintsh Nomor 14 Tahun 2O05 tentang Tata Cara
Penghapuean Piutang Negara/Daerah {L€flbaran Negara
Reptrblik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488)
sebagaimana telai diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
33 Tahun 2OO6 tentang Pen-ibatran atas Peraturan Pemerintah
llomor 14 Tahun 2O05 tentarrg Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah fi,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 83, Tambalran Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4652):

Pe raturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {kmbaran Negara Repubiik
lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indoncsia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 201O tentang Tata Cara
Pcmbcrian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161):

Peraturan tremerintah Nomor 9 I Tahun 2O 10 rentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (kmbaran
Negara Talrun 2OlO Nomor 153, Taqrbahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nonror 5 179);

Peraturan Merrteri Keuangan No. 148/MK.O7 l2OlO rentang
Brrdan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak
dikenakal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Pe rkotaan;

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahuh 2gOB
tentang Kewenargan Kabupaten Banggai (Lrmbaran Daerah
Katrupaten Banggai Tahun 2OO9 Nomor l, TarnLrahan Lembaran
D:rerah Kabupa.ten Banggai Nomor 47);

Peraturan Dserah Kabupaten Banggai Nomor 1O Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangnnan Perdeoaan dan
Pe rkotasn (I-embaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2Ol3
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Nomor 106);
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9.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

rn Peraturan Bupati ini, yang dinraksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Banggai.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai dan perangkat Daerah Kabupaten
Banggai sebagai unsur penvelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banggai.

Perncrintah Dae rah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai.

Dinas lrendapatan Kabupaten Banggai adalarh unsur Pelaksana Pemcrintah
Daerah yarrg mempunyai kewenangan di bidang teknis pengelolaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotean.

Pajal< Daerah, yanl4 selanjutnya clisebut Pajak,
Daerah yang ten-ltr{ng oleh orang pribadi atau
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
langsung dan digr-rnakan untuk keperluan
kemakmuran rakvat,

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau rnodal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak meiakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa puo, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persel<utuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sr:sial politik, alau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif clan bentuk usaha tetap.

7' Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribacli atau Badarr yang secara
nyata rnempunyai stratu hak atas Bumi dan/atau mernperoleh manfaat atas
Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, danT'atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kevrajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturaii perunda;ng-undangan
perpa.jakan daerah.

t. Penanggung Pajak adalah Orang pribadi atau Bada.n yang bertanggung jawab
atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak clan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan Perundang-undangan perpajakan
Daerah. i

0. Kas daerah adalah i(as Daerah Kabupaten Banggai,

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NF,WPD aclalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam
administrasi perpalakan daerah yang dipergurnal<zrn sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajrb Pajak Daerah dalam melaksaneikan hak dan kewajiban
perpa.jakan.

2. Pajak Bumi dan Llangunan Perdesaan dan Perkotaan, .yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi danlatau _. b4ngunnn yang
climilil<i, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang.-F;'ibali atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untul< kegiatan udaha .. perl<ebunan,
perhu [anan, dan perrtambangan.

)r

J. Bumi aclalah permr-rkaan bumi yang meliputi i.anah clan pCrairan pedalaman
serta latrt wilzryah Kabupaten Banggai.

ardalah kontribusi wajib kepada
badan yang -ersipat memaksa
mendapatkan imh'alan secara
Daerah bagi sebesar-besarnya

I
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4. Bangunan adalair kclnstruksi teknik yang clitanam ataLl cliiekatkan secara t-ctap
pada tanah dan/atau perairan pedalarnan dan,/atau laut;

15. Nilai Jual objek F'ajak yang selanjutnya disingkat NJop
ratavang diperolel-r dari transaksi jual beli yang terja<ii
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP

adalah irarga ratii-
secara wajar, clan

{itentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nrlai F,erolehan baru,
atau NJOP pengganli.

16. Nilai Juerl Objek Pajak tidak kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOpTKp,
adalaLr batas NJOP atars bumi danl atau bangunarl yang tidak kena Pajalc.

17. Surat Pemberitaltuan Objek Pajak, yang sekinjutrrya disingkat SPOP, adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuh melaporkan data sub.jek dan
objek Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

lB. Surat Pemberitaltuan Pajak Terutang, yeflg selanjunya disingkat SPPT, adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan l'.res&rrila Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

19. Surat l'anda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat S"mS adalah bul<ti
pembavaran atatr penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan, dan di validasi oleh
Bank yang ditunjuk.

20. Sr.rrat Ketetapan
ketelaparr pajak
terutang.

21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pcmbayerran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan meng[Jurrakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara iain ke l(as Urnum l)aerah rnelaltti
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

22. Sr-rrat I{etetapan Pajak Daerah Kurang [3eiyar, yang sclanjutnya disingkat
SI{PDKB, adalah surat ketetapan palak yang nrenentukan jurnlah bcsarnya
pokok pajak, .jumlah kredit pajak, .iumlah kekurangan pembayaran pokok

,pajak, besarrnya sanksi administratif, dan jumlalr pajak yang masih hartts
dibar,'ar.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bn.yar 'Iambahan, yallg selatrjut.r'ryil

clisingkat SKPDKIIT, adalah surat keputusan yang rnenentukan tambahan atas
jurnlarh pajak yarlg rclah ditetapkan.

24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keprrfusan yang n"rembetulkarr

kesalahan tulis, l<csalahan hitung, danlatau kekeiiruan da.lam penerapan

ketentuan tertenlu dalam peraturan perunclang-undangan perpajakan daerah

yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan

Pajal< Daerah, Strrat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat I(etetapan Pajak Daerah"Kurrang

Bayzrr Tambairan, Surat Ketetapan Pqak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Palak

Daerah Lebih l3ayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan

Pembetulan, atar.t Surat Keputusan Keberatan;

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusarl atas keberatan terhadap

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat l{etetapan Pajak Daerah, Surat

Ketetapan Pajak J)aerah Kurang Bayar, Surat i(etetapan Pajak Daerah Kuratrg

Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Lebih Bayar', atau terhadap pemotongan atau pemullgut-an oleh pihak

l<etiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
J.- -. . ^

26. Putusa.n Banding adalah putusan badan peradilan pa.lali"ada$"banding terhadap

Surat Keputusan l("Lreratan yang diajukan oleh Wajib Pcrjakl' .;.

27. Banding adalah Lipaya hukum yang dapal d,ilakukan ole;l Wajib Pajak atar-r

penanggung pajak terhadap suatlr kepr-rtusi:ri yang clapat'dia.fukan banding

berdasarkan perar t-Llran pelundang-ur:clangan 1i,'rpaj akan yang berlaku,

Pa;ak Daerah, yang selanjutnya disingkat SK['D, adala]r surat
yang menentukan besarnva jumlah pokok pajak yang



8. Pemeriksaan aclalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, d:rrr/ ntau bukti yang dilaksanakan secara otrjektif dan profesional
berdasarkar suiltu standar pemeriksaan unttrk menguji kepatuhan pemenuhan
I<ewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan keten tuan peraturan peruncian g- undan gan perpajakan daerah.

9. Pcnfidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adaiah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik ulltuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan buldi itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah yang terjadi dan. menemukan tersangkanya.

0. Penyidik adalah Pejabat Pegawa.i Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang pepajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Hukr.rm Acara Pidana.

l. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi
penagihan seketika dan selcaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan
penyanderaan.

2. Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang Pajah dan biaya penagihan
Paj ak.

3. Penagihan sieketika dan' sekaligus adalah Linclakan penagihan paj ak yang
dilaksanakan olel-r Jurusita Pajak kepada 'vajib pajak temapa menunggu jatuh
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis Pajak,
Masa pajak,Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

rengan narna Pajak Bumi dan Bangunan Perdcsaan dan Pcrkolaan yang
glanjutnya disingkat PEB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasarln,
an/atau pemanfaatern Bumi dan/ atau Bangunan.

Pasal 3

Objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan, kecuali kawasar yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalarn pengertian bumi adalah permukaan bun,.. wilayah Kabupaten
Banggai yang me liputi tanah dan perairan pedalaman serta larLt.

Termasuk daiam pengertian Bangunan adalah :

)

r)

a.

b.

c.

d.

f.

Jalan lingl<ungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti
hotel, pabrik dan enrplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan
kompleks bangunan tersebuL;
Jalan Tol;
Kolam be renerng;
o^-^- '- -,,,,- t .

' 
d6d, r,rL wd,, !

Ternpat olah raga;
Galangan kapal, dermaga;
Taman mewah;g. laman mewah;

h. Tcmpat penampungan/kilang minyak, air darr gas, pipa mlAydf ; aa"
i. Menara.
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{1)

4) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBts-P2 adalah objek yang:

a. Digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

b. Digunakan sernata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan clan kebudayaan nilsional, yang tidak
dinraksudkan untuk memperolelr keuntungan;

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakaia, atau yang sejenis
dengan itu;

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan rvisata, lalnan nasional,
tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa darr tanah negara yang belurn
dibebani suatu hak;

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal baiik; dan

f, Drgunakan oleh badan atau peru'akilan lembaga internasional yang
ditctapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas Burni dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiiiki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Baclan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, darr/atau memperoieh manfaat at.as Bangunan.

Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Bupati dapat
menetapkan srrbjek pajak sebagai Wajib Pajak.

Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada a1,at (3) dapat
memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa yang
bersangkutan bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.

Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak s,ebagairnana dimaksud pada
ayat ( 4) disetului, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan sejak
diterimanya surat keterangan.

Bila keterangnan yang diajukan itu tidak disetujui, rnaka Bupati mengeluarkan
keputusan penolak-an dengan disertai aiasan -alasannya.

Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya
keterangan sebagainrana dimaksud pada ayat (4), Bupati tidak memherikan
keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Bupati
segera membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN. PENDATAAN DAN PENILAIAN

Fasal 5 .-i., i. .,^
_!

1) Pendaftaran, perrdal.aan dan penilaian objek Pajak dani.'_subjek Pajak

clilakul<an denga,r Sistem Informasi Manajemen PBB-P2 y&ttu'-{is;tem aplikasi
mengclolah data PBB-P2 

/L

12\

t3)

4)

6



r)

2)

Pelaksanaan pembentukan basis data Sistem Informasi Manajenrer-r PBB,
dilakukan melalui kegiatan:

a. pendaftaran objek Pajak dan subjek Pajak;

b. pendataan obje:k Pajak dan subjek Pajak; dan
c. penilaian objek Pajak.

Pasal 6

Pendaftaran objek PEak sebagaimana dimaksud clalam Pasal 5 ayat {2)

huruf a dilakukan oieh subjek Pajak dengan cale mengisi (SPOP).

SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan

disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau

kuasitnya.

Formplir SPOP clerpnt diperoleh dengan cuma-cuma pada Dinas Pendapatan

dengan bentuk/forrnat sebagaiaman tercantum dalam Lampiran I peraturan

ini.

Pasal 7

pendataan objek Pajak dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam

pasal S ayat (21 iruruf b dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan

menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP'

pendataan objek Pa.lak dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara.

a. penyampaian dan pemantauan pengembaltan SPOP;

b. identifikasi objek Pajak;

c. verifikasi data objek Pajak; dan

d. pengukuran bidang objek Pajak'

Pasal 8

penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ?asal 5 aya'i (2) huruf c

dilakukan oleh Dinas Pendapatan secara massal maupun secara individuai

denga.n menggunakan penciekatan penilaian sebagai berikut:

a. ntenetapkan nilai Pasar wajar;

b. biaya kapitalisrrsi pendapatan; dan

c. nilai peroleha-n baru.

Penilaian objek prljak secara massal sebagaimana dimaksud pada aya! (i)

yaitu penilaian' ,iui.t pajak yang dilakukan terhadap beberapa objek

Pajak.

Penilaian objek prlak secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yaitu penilaian oui"r. pajak yang dilakukan terhadap satu objek Pajak'

ayat (2) dan aYat (3)

biaya. {an kaPitalisasi
(\r',,.f.

'l

Hasil penelilian olrjek pajak sebagaimana dinaksu! pada 
flyaq,J4) 

digunakan

sebagai dasar pencntuan Nilai Jual Objek Paiak (N'JOir)' ..,

t) Penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada

menggunakan perrdekatan data pasar' pendekatzut

pendapatan.



Pasal 9

meliharzrnn basis clata Sistem Informasi Mana.jernen PBLI dilal<ukan clengnn carri:

Pasil', yaitu kegiatan pemeliharaan basis clat.a yang dila.kukan oleh pctugas
Dinas Pendapatarr Kabupaten Banggai berdas;arl<an laporan yang diterima
dari rvarjib pajak dalr-r/atau pejabat/instansi terl<ait. pelaksanaannya; clan

Aktif, vairu kegiatan pemeliharaan basis data yang ciilakulcan olel-r Dinns
Penclaprrtra.n Katrr.tpaten Banggai dengein car-a rnencclcokkan dnn
meliyesuaikan data objek Paja.k dan subjek Pajal< yeing ada dengan keadaan
sebenarnya di lapzurgan atau mencocokkan clan menyesuail<an NJOP
dengan rata-ratn nrlai pasar yang teryadi di lapangan, pelaksanaannya
sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Pasal 10

tiap PeLtigas yang rnelaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan
nilaian objek Pa-jak dan subjek Pajak dalarn rangka pembentukan dan/atarr
meliharrlan basis clata Sistern Informasi Manajemen PBB-P2 wajib
:rahasial<an segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh rvajib
jak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pajak Daerah.

Pasal 1 I

t Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, penclataan dan penilaian objck Pajak
dan subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan
basis data Sistem Informasi Manaiemen PBB-P2, Dinas Pendapatan dapat
bekerjasama dengan Kantor Pertanahan dan/atau instansi lain yang terkait.

I Pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh pihak ketiga yarlg memenuhi persyarat-a.n teknis
berdasarkan peratt-lran perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

'IATA CARA ])ENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPf DAN SKPD

Pasal 12

Formuiir SPPT berisi informasi sebagai berikut:
a. Halaman depan:

1) Leunbang Dtterah Kabupaten Banggai clan Kop l)inas Pendapatan ;

2l Inlormasi berupa tulisarr "SPPT PBB Harrya Untuk l(epentingan Pajak
Bukan Merulralcan Bukti l(epemilikan Ilal<";

3) Kode Akun;
4l Tahun Pajal< dan jenis sektor pajak;
5) Nomor Objek Pajak (NOP);

6) Letak Objel< Pajak;
7l Nama dan alamat Wajib Pajak;
8) Nomor Pokok Wajib Pajak;
9) Objek Pajak;
l0) Luas Bumi dan/atau Bangunan;
l1) Kelas Bumi dan/atau Bangunan;
12) Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
13)Total NJOP Burni dan/atau Bangunarr;
l4) NJOP sebagai dasar pengenaan PRB;
l5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Paiak (iltJC)Frfi{P);
16) NJOP untuk pcnghitungan PBii;

B



17) Nilai Jual Kena PajaJi (NJKP);
18) PBB yang terutang;
19) PBB yang hanrs dibayar;
20) Tanggal jatuh tempo; dan
2 1 )'l'empat Pr:mbayaran.

b. Flzrlaman belakang:

l) Nama petugas penyampai SPPT;
2)'l'anggal Penyampaian;
3) Tanda tangan petugas; dan
4) Informasi lainnl'a.

SPPT sebagaimana dimaksud pada ayar (1) menggunakan
khusus.
Forrnulir SPP| sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

fonnulir kertas

bentuk/format

Pasai l3

Penandatanganarl SP[vf dapat dilakukan dengan:

a. tanda tangan basatr untuk Ketetapan Buku V;
b. ceip tanda tangan untuk Ketetapan Buku III dan IV; dan
c. cetakan tanda tangan untuk Ketetapan Buku I dan il.

SPPT dapat diterbitk:rn melalui:

pencetakan massal; atau
pencetakan dalam rangka:
i) pernbuatan salinan SPPT;
2l penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut suatLr keputusal tenttrng

keputusan keberatan, keputusan pengurangan ketetapan dan keputusan
pembetulan.

3) selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka k e I dan angka
ke 2, SPm dipergunakan sebagai tirrdak lanjut pendaftaran objek Pajak
barr dan mutasi objek Pajak dan/atau subjek pajak.

Pasal 14

pati atau Pejabat vaJrg ttitunjuk dapat mengeluar.r.".r srcpo dalam hal :

SPOP tidak disarnpaikan selambat-lambatnya 30 (tiga pr^ uh) hari ker.ja
setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah Wajib Pajak ditegur secara
tertulis; dan

berdasarkan hasil pemeriksaan atau
yang temtang lebih besar dari jumlah
yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

keterangan lain ternyata jumlah Pajak
Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP

Formulir SKPD setragaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum
dalam l,ampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dinas Pendapatan menyerahkan
PBB-P2 kepada l,r-:rah dan Kepala

SPP| Tahr-rn berlcengsn kepada Wajib
Desa rirelalui Cams[-frfig dituangkan

':.,

lr r r,:

berita acara pcr.rcrirnaan SPPT.

{

:
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Pasal 16

Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SPPT, rnaka struk SppT
harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakilnya dengan mencantumiial
secara jelas nama dan tanggal diterimanya s['pf dirnakstrd.

Stn:k SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (i) berada pada bagian bawah
SPPT, selanjutnya disampaikan kepada petugas UpT,

Petugas UPT menghirnpun struk SPPT yang diterima <lari Wajib pajak,
kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SppT.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PEI\IYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 17

Pe mbayaran Pajai< dilakukan pada Banl< yang ditunjr,rk oleh Pemerintal-r
Daerah, memindahbukukan hasil peherirnaan PRB-P2). dan menyampaikan hasil
penerirnaan PBB-P2 ke Kas Umum Daerah.
Petugas Pemungut, kolektor adalah Petugas yang ditunjuk untuk melakukan
pernllngutan PBB-P2 dan menyetor ketempat pembayaran.

Pasal 18

Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bill'et giro atau cek, at.au
dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan
pada l{as Umum Dacrah
Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajaknya melalui Bank
diberikan STTS sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
Bentuk dan isi formulir STTS sebagai tanda bukti pembayaran Pajak
Bumr darr Bangunarl sebagaimana tercanturn dalam Larnpiran IV Peraturan
Bupati ini.
Bentuk dan isi formulir STTS yang dikeh.rarkan oleh Bank yang ditunjuk
sebagai tcmpaL pcmba-yaran Pajak dipcrsamakan dcngan SSPD scbagaimanr-i

dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

ANGSI.JRAN DAN TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

Pembayaran Pajal< <lilakukan sekaligus atau lunas.
Jatuh tenipo pembarya.ran dan penyetoran Pajak yang terutang palirtg lamai

tanggal 31 Desemtrcr tahun berkenaan.

Pasal 20

Pajak yang masih harus dibayar dalam SI(PD, STPD, Surat Keputusar:

Pembetulan, Surat KepUtusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang

menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar benlbah, harus dilunasi dalant
jangka waktu 3O {tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
Wajib Pajak dapat rnengajukan permohonan sccara tertulfs -kepada Bupati

melalui Kepala t)inas Pendapatan untuk rnengangs-rir'' ?rtau menunda
pembayaran Pajak -yang masih harus dibayar sebagaimana di.firahsud pada ayat
(1) yang selanjutnya disebut utang Pajak, da.liim hal Wajid'Fajek mengalami
kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan dilual kekua6bannya sehingga

Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewa.;rban Pa;ak pada waktunya.

r)

r')

r)

RI

+)

1)

2l

U

2l
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f,'Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menund.a
f pembavaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali STPD, Wajib pajak

i dikenai sanksi atlministratif berupa bunga sebesar 27o (dua p".".tt; setlap
bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran
angsuran/ pelunasan.

l) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21, harus
diajukan secara tertulis paling lama 9 (sernbilan) hari kerja sebelum jatuh
tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti ).ang mendukung
permohonan, scrta :

a. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran,
dan bcsarnya angsuran; atau

b. junrlah penibayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda 1an jangka waktu
penundaan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) clapat clilampaui dalarn hal
Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kelcuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib
PEak tidak marnpu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sebagaimana
tercantum dalam Lamniran V Peraturan ini.

Pasal 2 1

Wajib Pajak yang mengajukan peffnohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkarr oleh
Kepala Dinas Pendapatan kecuah apabila Kepala Dinas Pendapatan
menganggap tidak perlu.
Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank,
surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh
pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertilikat deposito.

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalarn jangka waktu yang
melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4)

harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang Pajak yang
dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsurarr atau penundaan.

Pasal 22

Angsuran atas utang Pajak dapat diberikan untuk pqling lama 12 (dua belas)
bulan sejak dite rbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran
Pembavaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali darlam 1 (satu)
bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak yang masih harus
dibayar.
Penundaan atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan Pernbayapsn .Pajak
untuk permohonari penundaan atas utang pajak berupa pajak yang mas'ih
hams dibayar.

Pasal 23

Besarnya pembayrtran angsuran atas utang Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ay'at (1) ditetapkan dalam jurnlah utang pajak untuk tiap
anSsuran.
Besarnya pelunasan atas penundaan
dalam Pasal 20 rryat (2) ditetapkan
pelunasannya.

utang Pajak sebqgaimana dimaksud
sejumlah utang :'Fejaf yang dituncla

'k/

dimaksud, pa<ia ayat ( 1) atau
dihitung berdasarkan saldo

Bunga yang timbul akibat angsuran sebagarmana
penundaan sebagaimana dimaksud pada avat (2)

utang Pa;ak.

11
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Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbrtkan
STPD pada setiap tanggai jatuh tempo angsLrran, jatrlh tempo penundaan atau

, pada tanggal pembayaran.

!) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap
angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

Pasal 24

l) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukurlg yang diajukan
oleh Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a,
dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) hari kerja setr;lah ternggal

, diterimanya permohonan secara lengkap diterbitkan Surat Keputusan.
f) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bempa:

a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atou masa angsuran atau lamanya
penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa ang,suran atau lamanya
penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Dinas Perrdapatan ; atau

c. menolak permohc.rnan Wajib Paj ak-
Apabila dalam jangka waktu 14. (empat belas) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat ( I ) te lah terlampaui dan tidak dite rbitkan
suatu keputusan, perntohonan disetujui sesuai dengan permolionan Wajib
Pajak dan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus
diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu l4 (empat
belas) hari kerja tersebut berakhir.
Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pcrselujuan Angsuran Pembayaran
Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Pcnundaan Pembayaran Pajak.
Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak siebagaimana dimaksr.rd pada Byat
(2) huruf c, Bupali atau Pejabat yang ditunjuk mene rbitkan Surat Keputusan
Penolakan Angsura n / Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 25

) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak diterbitkan SKPDLB
pengembalian kelcbihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan
bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang
belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pajak daerah.
Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan
bunga lebih kecil rlari utang Pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran
dari sisa utang Pajal< ditetapkan kembali derrgan ketentuan :

a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah seliap
angsuran yang telah disetujui; dan

b. masa angsuran paling lama sama dengan
disetuiui.

srsa masa angsuran ),ang telah

Pcnetapan kembali besarnya angsuran dan/aLau masa angsuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :

a. memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/
pembayaran dan perubahan saldo utang Pajak serta pi -mintaan usulan

F)

t5)

perubahan angsuran;
b. Wajib Pajak han-rs menyampaikan usulal perubahan angsuran paling lama

10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pcnerbitan Surag. f,erihta h Membayar
Kelebihan Pajzrk (SPMKP). :-- ,."''" 

..

l:1'

l-2

{3)
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c' lnenerbitkan Surat Keputusan Persetr-rjuau Angsuran pembayareur pajak
yang juga berfungsi setragai pembalaiarr Surat Keputusan persetujual
Angsuran Pembayaran sebelumnJra berdasarkan usul*r, y*rrg disarnpa"ikal
oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari tcerla'sejak tanggal
diterimanya usulan Wajib pajak.

Dalam hal sarnpai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b Bupati at-au Prjabat yang ditunjuk tiJak menerima usullrn perubahan
angsLrrarl dari wajib pajak, Bupati atau pejabat yang .ditunjuk dapat
menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran pembayaran pajak
oengan:
a' nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi clengan sisa nrasa

angsuran; dan
b. masa angsuran adalah sisa masa angsur.an yang disetujui.
!|rat Keputusan Persetujuan Angsuran nlmbayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (41 berfungsi sibagai pembatalan atas Surat Keputusan
Perse tuj uan An gs uran pem bayaran paj ak se belumnya.
Daiam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalanbunga tidak mencukupi untuk melunasi rir.rg pajak yang ditunda, wajib
Pajak tetap melunasi sisa utang pajak tersebui p"ii.rg 

-lamla 
sesuai denganjangka waktu penundaan

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasai 26

P-Y!3ti . 
atau Pejabat yang ditunjuk clapat menerbitl<an srpD jiica Sppr arrauSKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tenlpo.

Dalam hal wajib pajai( tidak melakukan pemba.yaran setelah jatuh tempo makaditerbitkan surat teguran.
surat T'eguran. scbagaimana 

,.clinraksud pada ayat (2) sebagai eiwaltindakan pelaksanaan penagihan 
- 

pajak, ?ik"lr".kan 7 (tujuh) hari kerjasejak saat jatuh tempo pembayaian srPDi r<.p"t"san pembetulal/ Keputusa'Keberat.an/ Putusern Bancling. 
-

Dalam jangka waktu 21 (dua pr-rluh satu) heri kerja setclah ranggal surat
fgqgran, wajib pajak harus melunasi pajak V""g reruraRg.
srPD dan surat,'leguran sebagairnana- dirnakiud pada ayat (1) clan ayat (2)dengan bentuk/ format sebalaimana tercantum dalam Lampiran vlPeraturaur ini.

*:lij ::;l*i ij1* .:::f j:"j l, 3..1.: _! 1 

b3v". ti d ak d i I u n a si d aram j an gkail;:d#'i:H"ffi_,i?ff:,,dibavar danef rlitacrih rfo--^- e..-^r n^r-.-yar dapat ditagih dengan Surat paksa.

Pasal 27

u surat lain yang sejenis.
t Paksa sebagaimana dimaksud pacla

mana tercantum dalam Lampiran VII

Pasal 28

bila pajak

ti a.ta.u Pejaba.t yang clitunjuk menerbitkan Surat

J:lyf .satu) l-rarj sejak ianggat surat reguran
Paksa setelah lewat 21
atau sura: peringatan

ayat (l) dengan bentuk /format
Peraturar: ini.

.,

yang harus dibayar ticiali dilunasj daiam i^rrgtk, waktu 2 x 24puh-rh empat) jam sesud.lh t-an&;erl pernberitah'an surat pa.ksa
kali dua

13
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diterirna wajib Pa.1ak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera rnenerbitk''
Surat Perintah Mclaksanakan penyitaa-n
Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan 6leh Jumsita
PaJaL Daerall.

Pasal 29

l) Apabila utang )'ang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka segera
dilaksanakan pen gumuman lelang.

2) Apabila utang pajak yang masili harus dibayar tidak dilunasr setelah lewat
waktu 14 (ernpat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang maka segera
dilakukan penjualar-r barang sitaan metalui kantoi lelang.

3) Penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan lelang clapat
dilakukan apabila utang clan biaya penagihannya yang rnasih trarus"albayar
tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat tetas; hari sejak tanggal
pelaksanaan penyitztan maka segera dilakukan penjualan, penggunaan,
dan/ atau pemindahbukuan barang sitaan.

Pasal 30

Jurusita Pajak Daerah melaksanakan Penagihan Seketika dar, Sekaligus tanpa
menunggu tanggai jatuh tempo pembayaran berdasarkan Sur.at perintah
Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat pada Dinas
Pendapatan apabila :

a' penanggung Pajak akan meninggalkan Incionesia untuk selama-larnanya
atau berniat untuk itu.

b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan
perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan
usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, ataLl
melakukan perubahan bentuk lainnya.

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negaral atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak.. oleh pihak ketiga atau

terdapat tanda-tanda kepailitan.
Surat Perintair Penagihan Seketika dan Sekaligr.rs sekurang-kurangnya
memuat :

a. narna wajib Pajak atau nama wajib pajak clan penanggung paiak;
b. besarnya utang pajak;
c. perintah untuk membayar; dan
d. waktu pelunasarn pajak.
Penerbitan Surat Perintah Penagihan sebagaimar"ra dimaksud pada
oleh Pejabat pada Dinas pcndapatan, dilakukan dengan ketentuan
berikut :

a, diterbitkan sebelum tanggal jattrh tempo pembayaran;
b. ditcrbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
c. diterbitkan sebeiur' jangka waktu 21 (dua puluh satu)

'leguran diterbrtkan; atau
d, diterbitkan sebclum penerbitan Surat paksa. 

i,

hrlri stjak Surat

a!

l. t.:

r)

l2l

i

(3)

I

:i

I

I

I
I

*
i

ayar (2)

sebagai
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BAB VIII

CARA PEITGURANGAII ATAU PENGHAPUSAI{ SAI{KSI ADMII|IATRATIF
DAN PTITGURAI{GAIT ATAU PEMBATALAIT SPPT, SKPD, STPD

ATAU SI{PDLB YANG TIDAK BENAR

Pasal 3 1

Atas permohonan Wajib Pajak atau kuasanya Bupati ai.u pejabat yalg
ditunjuk dapat:
e. meng'Lrrangi atau menghapuskan sanski administratif pajak berupa

bunga, denda dan kenaikan yang dikenakarr karena kektrilafan Wajib paj ak
atau bukan karena kesaiahannya;

b. mengurangr atalr membatalkan SPP|, SKPD, STPD atau SKPDLB yang
tidak benar.

Pengurangan atau pcnghapusan sarl:si admirustratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang
tercantum dalam:
e. SKPD; dan
b. STPD;

Pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) hurufb dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
a. luas objek pajak;
b. NJO P; dan / atau
c. penafsiran peraturan perundang-undangan pada SPPT, SKPD,STPD atau

SKPDLB.
Pembatalan SPPf, SKPD, STPD atau SI(PDLB sebagaimana dimakstrd pada ayat
(1) huruf b dapat dilakukan apabila adanya kekeliruan dalam penerapan SPPT,
SKPD, S'|PD atau SKPDLB tersebut yang seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 32

Permohonan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 3 1 ayat ( I ) huruf a harus
me menuhi persyaratan sebagai berikut:
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;
b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan

besarnya sanksi administratif yang dimohonlcan pengurangan atau
penghapusan disertai alasan yang rnendukung permohonannya;

c. melampirkan fotol<opi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau
penghapusan sanl<si administratif;

d, Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan narnun
tidak clipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian rnencabut
keberatannya atas SKPD, dalarn hal yang diajukan permohonan
pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum
dalam SKPDI

e. Wajib Pajak tidal< mengajukan keberatan, mcngajukan keberatan namun
tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut
keberatannya atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan dengan STFD, dalam
hal yang diajukan pernohonan pengurangan atau penghapusan adalah
sanksi administratif yang tercantum dalam Sl'pD;

f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang
menjadi dasar penghitungan sanksi. administratif yang ferqantum dalam
SKPD atau STPD; dan .i-*-,:,i

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan '.dalanr hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat),:permohonarl
tersebut harus dilampiri dengan surat knasa.
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honan penguramgan atau penghapusan sanski administratif yang tidak
nuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan
i permohonan sehingga tida.k dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib

jak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang
)ndasari daiam jangka waktu paling lama I (satu) bulan terhitung sejak
rmohonan tersebut diterima.

Pasal 33

n pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana
maksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b hams rnemenuhi persyaratan :

I (satu) permohonan untuk I (satu) SPIrl, SI(PD, STPD atau SKPDLB,
terkecuali pemohon secarakolektif.
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan
besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang
mendukung permohonannya;

c. dilarnpiri asli SPPf, SKPD, STPD atau SKPDLB yanf{ dimohonkan
pengurangan;

d. Wajib Pajak yang telah 'mengajukan keberatan namun tidak
permohonandipertimbangkan atas - SPPI', SKPD atau SKPDLB ma.ka

pengurangan tidak dapat digantikan;
Wa3ib Pajak tidak mengajukan keberatan atau rnengajukan keberatan
narnlrn tidak dipertimbangkan atas SPPT atau SI(PD yang terkait dengan
srPD, dalam hal 1'ang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD; dan
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, darr bilamana
diajukan oleh kuasanya harus dilampiri dengan surat kuasa.
ajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya

but, tidak termasuk pengertiam Wajib Pajak yang tidak mengajukan
beratan sebagaimilna dimaksud pada ayat (l) huruf d dan huruf e.

ohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak
menuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan

i perrnohonan sehinggil tidak dapat- dipcrtimbangkan dan kepada Wajib
iak atau kuasany'a diberitahukan secara tertulis disertai alasannva dalam

waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitrrng sejak permohonan diterima.

Pasal 34

ohonan pembrttalan SPPT, SKPD, STPD atau 'SKPDI.B
stid dalam Pirsal 28 ayat (1) hrrruf b diajukan secara
li untuk SPP| dapat juga diajukan secara kolektif.

pembatalan yang drajukan seca-ra perseorangan
ksud pada ayat (1) harrs memenuhi persyaratan :

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SIGDLB;
diajukan secara [ertulis daiam Bahasa Indonesia dengan mencanturtrkan
alasan yang merrdukung permohonannya;
melampirkan asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohorrkan
pembatalan; dan
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajah, dan dalarrr hal surat
permohonan ditandafangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

oneln pembatalan SPPT yang diajukan secara koleklif sebagaimana
pada ayat (l) harus memenuhi persyaratarr :

sebagaimana
perseorangan,

sebagaimana

dengan

1 (satu) permohonan unfuk beberapa SPPT Tahun;.f4jak yang sama
dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT :iaitdg banyak Rp.
200.000,00 (dua ra.tus ribu rupiah);
rrrengajukan secara tertulis dalam l3ahasa tnhon6lia
nlencanturnkan alasan yang mendukung perm.rhonannya; 

,^
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melarripirkan asli SPPT yang dimohonkan penrbatalan; dan
diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

ohonan pembatalan SPPT, SKPD, srPD atau SKPDLB secara
rangan yang ticlak memenuhi persya.ratan sebagaimana dimaksud pada

t (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga trdak dapat
imbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara

lis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu palir"rg lama 1

{satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.
Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ay'at (3), dianggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Kepala
Desa/ Lurah setempat diberitahukan secara tertulis diserlai alasan yang
mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) buian terhitung sejak
permohonan diterima.

Pasal 35

Permolronan sebagaimana dimaksud'dalam Pasal 34 ayat (1) dapat diajukan
oleh Wajib Pdak paling banyak 2 (dua) kali.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan perrnohonan kedua, permohonan tersebut
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal pengirirnan surat keputusan atas permohonan yang pertama.
Permohonan kedua sebagaimana dimaicsud pada ayat (21 harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.
Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimala
dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Palak atau kuasanya diberitahukan
secara tertulis disertai alasan yang mendasari, dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 36

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu palin,- lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal ctiterimanya permohonan, harus memberikan suatu
keputusan atas perrnohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud clalam Pasal
.lC.

bila dalam jarrgka waktu sebagaimana ciimaksr-rd pada ayert (1)
telah terlampaui dan Eupati atau Fejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu
keputusan, perrnohr-rnan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan
dan harrus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Keputusan sebagairnana

Pasal 37

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (l) dapat berupa
atau seluruhnya atau menolak perrnohonan Wajiblnengabulkan se balgan

iak.

.ajiU
nas

rluruhnya atatt sebagian dan menolak permohonan Wajib Pqak sebagaimarra
maksud pada ayat (1).

Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati nrelalui Kepala
Pendapatan mengenai alasan yang menjacli clasar untuk mengabulkan

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan
pennintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

keterangan secara tertulis atas
pada ayat (p),, ..'

ar1-r.,.i-
-!

). .. .

l: . lr

,rd
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BAB D(

TATA CARA PEMBERIAII PENGURANGA,I{ PAJAK

Pasal 38

gurangan ketetapan Pajak terutang dapat diberikan berdasarkan:
pertirnbangan kenrarnpuzrn membayar wajib pajak; atau
kondisi tertentu objek pajak.
imbangan kemampuan membayar wajib pajak sebagaimana dimaksud
I ayat (1) huruf a untuk:
Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
1) objek P4ak yang wajib pajaknya orang veteran pejuang

kemerderkaan, veteran pembela kemeidekaan, penerima tanda jasa
bintang gerilya, atau janda/ dudanya;

2) objek Pajak yalg wajib Fajaknya orang pribadi yang penghasilannya
semata-mata berasal dari pensiunan, pNS, rlt, pot Ri sehingga
kewajiban Pajaknl,ra sulit dipenuhi.

3) objek Pajak !.ang wajib pajaknya orang pribadi yanr berpenghasilan
renclah dan dikategorikan miskin sehingga t e*ajiuai'r eallmya sulit
dipenuhi; darr/atau

4) objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang Nilai Jual objek
Pajak per meter perseginya meningt<ai at<iuat perubahan lingkungan
dan dartrpak positif pembangunan;

Wajib Pajak baclan meliputi:

tanah perteinian lahan sawah, meliputi :

1) lahan sawah irigasi, adalah rairan sawah yang sumber air uramanya
berasal dari air irigasi; dan J o

2) lahan sawah ta.dgh 
. 
hujan, adalah lahan saurah J/ang suntber airutamanya berasal dari curah hujan.

tanah pertanian trukan sawah, meliputi :

l) tegal/kebun, adalah lahan bulcan sawair (lahan kering) yang diranamitanaman semusim atau tahunan dan tcrpisah clengotr"irut*man sekitar
- rurnah serta penggunaannya tidak berpindah_pindah;
2) ladang/huma, adalah lahan bukan sawah fton.., kering) yang biasa.yaditanami tanarnan musiman dan penggunaannya h4.pl.a.sernusirn aterudua musim, l<emudian akan ditirlggal;an bila 

"""4d#,h?rt 
.rurrr lagi(berpindah-pindah). Kemungkinan tina' ini b.b-;;;;i4)"; ker'udiair

akan dikerjakan kembali jik; sudah subur; ni , ,.:

llr.:^5,li.i.u,I_^tru Y^ji?.lEaknya adalah wajib pajak badan yans mengatami

fn*:: .,*', kesulitan likuiditas prau i;h;l;;i."#;fffi;
CPhthdd^ ttAnl. ,^-^l -,-,,t 'sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
isi tertentu ob.1ek pajak sebagaimina dimaksud
h:

pada ayat (1) huruf b

dalam hal objek Pajak terkena bencana :rlam atau sebab lain yang luar
biasa meliputi:
1) bencana yang rliakibatkan oleh perist.iwa atau serangkaian peristiwa

yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung
^ meletus, banjir, kekeringan, angin topan, lan'tanah longsor.
2) sebab lain yarng luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit

tanaman, dan,i atau wabah hamzr tanaman.
objek Pajak pada tanah pertanian, jalur hijau, kawasan lirnitasi da'wilayah tertentu .''ang ditetapkan oleh nupati.

Pajak pada tanah pertanian sebagainrana dimaksud pada ayat (3)
f b aclalah :

1B



3) perkebunan, adalah lahan yang diranami tanaman perkebunarr/ industri
seperti: karet, kelapa, kopi, teh, dan sebagainya baik yang diusahakan
oleh rakyat/ nrmah tangga ataupun pen-rsahaan perkebunan yang berada
dalam wilayah ke camatan;

4) laian yang ditanami pohon/hutan rakyat, adalah lahan ini meliputi
lahan yang ditumbuhi kayu-kayuan / hrrtan rakyat , ermasuk bambu,
sengon dan angsana, baik yang tumbr:h sendiri mauplrn yang sengaja
ditanami misalnya semat-semak dan pohon-pohon yang hasil
utamanya kalrr. Kemungkinan lahan rni jrrga ditanami tanaman bahan
makanan seperti padi atau palawija, tetapi tanaman utamanya adalah
bambu / kal'r-r-kayrran;

5) padang 1:engge mbalaan/padang rumput, adalah lahan yang khusus
digunakan untuk pengge mbalaan ternak. Lahan yang sementara tidak
diusahakan (dibiarkan kosong lcbih dari I (satu) tahun dan kurang dari 2
(dua) tahun) tidak dianggap sebagai lahan penggembalaan / padang
rumput meskipun ada hewan yang digembalakan disana;

6) lahan yang sementan-a tidat diusahakan, adalah lahan pertanian bukan
sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 1 (satu) tahun tetapi
kurang ata u sama dengan 2 (dua) tahun. Lahan sawah yang tidal{
ditanami apapun lebih dari 2 (dua) tahun digolongkan menjadi lahan
pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan.

Objek Pajak jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah
bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang ditctapkan oleh Pemerintah Daerah
baik itu ruang-ruailg di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalanr
bentuk area/ kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang

Objek Pajak kawa.san limitasi sebagaimana dirnaksucl pada aye,t (3) huruf b

adalah kawasan vang tidak dapat dikembangkan sama sekali yang memiliki
ratio tutupan lahan sama dengan 0 % (nol persen) sehingga tidak boleh ada
bangunarr di dalanr kawasan ini.
Objek Pajak wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagarmana
dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah wiiayah dalam Daerah yang ditetapka,n
oleh Bupati untuk mendapatkan pengurangan Pajak.

dalam perrggunaannya lebih bersifat terbuka
bangunan.

Objek Pajak pada tanah
sebagaimana dimaksud pada
pengurangan sepanJang
peruntukkanya.

Pasal 40

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam
paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari
Pengurangan sebagaimana dimaksud pacla

yang pada dasarnya tanpa

pertanian, jalur hijau dan kawasan limitasi
ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat diberikar-r

seutuhnya dipergunakan sesuai dengan

Pasal 39

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalamPengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dibcrikan kepada Wajib
Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD,
Pajak yang terutirng yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adaloh pokok Pajak ditambah dengan sanksi adminisratif.
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yar-rg telah diberikar-r pcngurangan
tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Pasal 38 tlapat diberikan
Paj ak yang;terulang.
ayat (l).'-ditetapkan dengan

\'.
i;,

tusan Bupati.
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sebagaimana

Pasal 4 i

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) hunif a dan
ayat (3) huruf a dapat diberikan berdasarkanb dan Pasal 38

honan Wajib Pajak.
gan sebagairrrana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dapat
bcrdasarlcan Keputusan Bupati.

ohonan Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

perseorangan, untuk Pajak yang terutang ybng tercantum dalam SKPD;
atau
perseorangan atau kolektif, untuk Pajak yarrg terutang yang tercantum
dalam SPPT,

Pasal 42

honan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus
uhl persyaratan:

I (satu) permohonan untuk I (satu) SPPT atau SKPD;

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan
besarny persentase Pcngurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas

dilampiri fotokopi SPl/f atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, clan dalam hal Surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berrlaku ketentuan
sebagai berikut:
1) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk:

a) Wajib Pajak Badan; atau
b) wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak

dari Rp. 2.OO0.O00,OO (dua juta rupiah);
2) Surat permohonarr harus dilampiri dengan

yarrg terutang le bih banyak

Pajak orarlg pribadi dengan Pajak yang

Rp.2.0O0.O00,00 (dua juta rupiah);
diajukan dalam jangka waktu:

surat kuasa, untuk Wajib
terutang paling banyak

1) 3 (tiga) bulan terhiti"rng sejak tanggal diterimanya SPPT;

2) I (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;

3) I (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan

Kcberatan;
4) 3 (tiga) bulan te|hitung sejak tanggal te{adinya bencana alarn; atau

5) 3 (tiga) bulan tcrhitung sejak tanggal tcrjadinya sebab lain yang luar'

biasa, kecuali apnbila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam
jangka waktu l.ersebut tidak dapat dipenuhi karena I :adaan di luar

kel<uasaannya;
atas objck pajak yang
pajak terkena bencana

tidak rnemiliki tunggakan 'fahun Pajak sebelumnya
onkan Pengurangan, kecuaii dalam hal objek

atau sebab lain yang luar biasa;
diajukan kcbcratan atas SPFT atau SKPD yang dimohonkan

, atau dalam hal diajukan kebet-atertt tclah diterbit.kan Surat

tusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak
jukan Banding.
ohonan Pengurangan yang diaJukan secara kolektif harus memenuht

i (satu) permohonan untuk beberapa SPPf 'l'ahun Pajalilan& s?na;
diajukan set:ara tertulis dalam bahasa lncloncsia dengaf meJicirntumkan

besarnya perse nt.rse Pengurangan yang dimohc,rn disertai dlasriri yang jelas;

).0
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c, diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui:
l) pengurus Legiun Veteran Repubiik Indonesia (LVRI) setempat atau

pengurLls organisasi terkait untuk pengajuan permohonan; atau
2) Kepala Desa/Lurah setempat;

d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangarl;
e. diajukan dalam jangka waktu:

1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanva SppT;
2\ 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; arau
3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar

biasa,
f. tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun najak sebclumnya atas objek pajak

yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal obiet< pajak t.it i.t"
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

g. tidak diajukan keberatan atas sPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 43

Permohonan Pengr,trangan secara perseorangan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dianggap bukan
sebagai permohonan sefringga tidak dapat dipertimbangkan.
Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (21 dianggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidal< dapat dipertimbangkan.
Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat ,Jipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) atau ayat (21, Bupati atau pejabat y"rg
diturluk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari keda iejak
tanggal permohonan tersebut diterima, harus mernberitahukan secara tertuiis
disertai alasan yarlg mendasari kepada:
a. Wajib PEak atau kuasanya dalam hal permohonan .diajukan seca;a

perseorangan; atau
b, pengurus LVRI setempat, pengurLls organisasi terkait lainnya, atau Kepala

Desa/Lurah setcrnpat dalam hal permclhonan diajukan secara kolektif.
Permohonan Pe:ngurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
imaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak rnasilh dapat merrgajukan

permohclnan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

Pasal 44

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang rnemberikan keputusern
etAs permohonan Pengurangan Pajak yang terutang.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkarn
seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib pajak.
Keputusan sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) ditet.apkan berclasarkan
penelitran oleh'linr Penilai PBB-P2 Daerah.

hasii

Wajib Pajak yang telah diberikan suatu
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi
Pengurangan untlrk SPPT atau SKPD yang sama,

keputusan rrebagaimana
mengajukan permohonan

Pasal 45

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka wakru_pdlin! lama 6
brrlan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonari"hCrtpuraneanbrrlan terhitung sejak tanggal cliterimany" p...nohonari*hrtglr.".,grn,

(enam)

harus
beri suatu kepuhrsan atas permohonan Pet'tgu.a.rgan.-" 

-r,,-'

gal diterimanya permohonan Pengurangarl sebaqaim{r\a'di padaditerimanya permohonan Pengurangarr sebagaimir\a'dirnaksud
ayat (1) adalah:

tanggal t€rinra surat permohonan Pengur"angan dalam hal disarrrpail<an
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I

ra langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada pe[ugas Dinas
ndapatan atau petugas yang dituruuk; atau
ngqal tanda pengiriman Surat permohonan Pengurangan, dalam hal

paikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

bila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui
keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap

kan, dan ditcrbitkan keputusan sesuai dengan pennohonan Wajib
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka

u dimaksud berakhir.

BAB X

TATA CARA FENGIIAPUSAN PruTANG PAJATI

Pasal 46

lingkup Penghapusan Piutang Pajak dalam Peraturan ini meliputi
jiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak
i dengan tanggal terakhir perhitungan pembeLranan utang dan telah
tum dalam SPFrf, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat

tusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi
nistratif.

pusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
danlatau cienda apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin
lagi karena:
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa'
upun hak untuk melakukan penagihzur b,:lum kedaluarsa akan tetapi

tang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mr-rngkin oitagih lagi.

Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana
sud pada ayett (21adalah :

iib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak
ninggalkan harta u'arisan dan tidak mempunyai ahli waris;

waJlb lraJajib Paj ak/ penanggr.rng Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
b Pajak/penanggung Pajalc dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan

pengadilan, dan d;lri hasil penjualan harta tidak .mencukupi untuk
melunasi utang Pajerknya ;

wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :

i) wajib Pajak/perranggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin
diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala
Lingkungan/ Dusun mengetahui kepala Desa/ Lurah;

2) wajib Pajak/pcnanggung Pajak meninggalkar-r Indonesia keluhr
negeri untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala
Lingkungan/ Dusrrn mengetahui Kepala Desa/ Lurah.

ib Pajak/penangg\rng Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana
pada ayat (3) huruf d dibuatkan bcrita acara pemerikszran dan

mkan di Kantor l(elurahan/Desa setempat selama i4 (empat belas) hari

'r
1,

t )-
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Pasal 47

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (l) terlebih dahulu
ditatausahakan sebagai piutang Pajak dan telah dilakukan upaya tindakarr
penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetgpi
belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b
terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapuszur
Piutang PEak.
Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) tidak dilakukan
lagi tindakan penagihan.

Fasal 48

Pada setiap akhir Tahun tahrim, Kepala Bidang PEIR dan BPHTB Dinas
Pendapatan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan
Daftar cadangan Penghapusan Piutang pajak kepada Kepala Dinas
Pendapatan.
Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusam
Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sekurang-kurangnya
memuat :

a. nama wajib pqiak dan penanggung pajak;
b. alamat wajib pajak/penanggung pajak;
c. Nomor Objek Pajak (NOP);
d. tahun pajak;
e. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan

dicadangk;a,n untuk dihapus;
f. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
g. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.
Penghapusan Piut;rng Pajak ditetapkan oleh :

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000.,00 (lima miliar
rupiah); dan

b. Bupati dengan persetujuan Dewan Per-wakilan Rakyat Daerajr untuk
jumlah lebih dari Rp.5.0oo.0oo.0o0,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Dinas Perrdapatan setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan
Pajak segera membentuk Tim untukDaftar Cadangan Piutang

rr penelitian.
bentukan 'Iim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

putusan Bupati.
m hal tertentu l(epaia Dinas Pendapatan dapat memerintahkan pefiyidik
wai Negeri sipil Pajak Daerah dan Juru sita paiak Daerah untuk
ampingi Tim.

m melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah vans
bitkan Kepala Dinas Pendapatan.

Fasal 50

Nomor dan tanggal SPPT/SKPD/STPD/Sr-rrat Keputusan Pembetulan/Surat

23

pisampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan clalam

$poran sebagaimana dimaksud pada ryat 1t1

B. nama wajib Pajak dan penanggung Pajak;

lp. alamat wajib Pajal</penanggung Pajak;

fc. Nomcir Objek Pajak (NOP);

Pa,ral
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Keputusan Keberatan/ Surat
adrninistrasi berupa kenaikan
tahun Pajak;
besarnya piutang Pajak yang
untuk dihapus;
tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk
keterangan hasil pr--nelitian administrasi dan

Pasal 51

asarkan Daftar Lisulan perrghapusan piutang
litian, Kepala Dinas pendapata.r mengdukan

Pasal 52

Dinas Pendapatan
imana dimaksud clalam
Pengelolaan Kcuangan

Keputusan Pengurangan, penghapusan sanksi
bunga dan/atau denda;

akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan

dihapuskan; dan
penelitian lapangan.

B pada Dinas per-rdapatan.

wajib Pajak berpendapa.t bahwa luas objek
sebagaimana mestinya; dan / atau
terdapat perbedaan penaf'siran peraturan pajak.

Pajak yang telah clilakukan
permohonan penghapusan

Pajak atau NJOP ticiak

i pertimbangan kepada Bupati.
hapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
an Keputusan Bupati.

menyampaikan petikan Keputusan BupaLi
Pasal 5 i ayat (2) kepada Kepala Biciang AkunLsi
dan Aset daerah dan Kepala Bidang pBB dan

ikan l(eputusan-Bupari sebagaiman dimaksud pada ayar (1) oleh Kepala
ang PBB dan BPHI'B pada Dinas Pendapatarn segera mengadministrasikan
menghapus piuta'g pajak dari daftar piutang pajak daerah.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 53

jib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :

H?l1lj*3::'f,i:i.:tliil::d pada ayat ir) dapat diajukan kepada Buparrilalui Dinas Pendapzr.tan secara:
a. perseorangan atau lcolektif untuk SppT; ar.au

perseorangan untuk SKPD.

pasa.l 54

gajuarr Keberatan sccara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal
ayat (2) huruf a harus memenuhi peisyaraturr" ,

satu surat Keberatan trntuk 1 (saiu) s-ppr at'u SiipD:
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.'-' -'
diajukan kepada__B_upati atau pejabat yang ditunjuk;
dilampiri asli Sppf 1t"y gKpD yang diajukan keberatan;
dikemukakan jumlah pajak yarg terutang me.urut pengrriturlgan wajibpaj ak disertai dengan aiasan y"r{ me nduku]r g pen gaj uqn- &spg rarannya ;

l'#;uT",1"tf,*'f:1..:,1t.i1 b 
.,1tiga1 9"d',' ...i;i.--il"'g;5i^lit",io,^,,y,

SPPT atau SKP', kecuali apabila *":lU p":rt'-^rr"'J..,ffJ;;:;"';il:1
menunjukkan bajiwa ja'gka waktu itu tra"i dapat [ipJ;irni karenakeadaan diluar kel<uasaannya; dan
surat keberatan critandatangani oreh wajib pajak, dan dalam har surat
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keberertan ditandatangani oleh bukan wajib pajak :

1) harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk wajib pajak orang
pribadi dengan pajak yang ten:tang lebih banyak dari Rp.2.obo.ooo,oo
(dua juta rupiah) atau wajib pajak bad.an; atau

2) ltarus dilampiri dengan surat kuasa untuk waiib pajak orang pribacli
clengan pajak yang terutang paling banyak Rp.2.000.ooo,oo (dua juta
rupiah).

Pengajuan Keberatan sccara kolektif sebagaimana dimaksud'dalam pasal 53
ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan :

a, satu pengajuan untuk beberapa sppr tahun.pajak yang sama;
b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
c. palak yang terutzurg untuk sctiap SppT paling banyak Rp.200.000,00 (dua

ratus ribu rupiah);
d. diajukan kepada Bupati atau pelabat yang ditunjuk;
e. diajulcan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
f. dilampiri S[,PT yang diajukan keberatan;
g. mengemukakan.lumlah pajak yang terutang menurut penghitungan wajib

pajak disertai dengan alasan yang mendukung p..rgajrrr.r- N"beiatannya;
dan

h. diajukan dalarn jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya
SPP|, kecuali apabila WEib Pajak melah-ri Kepala OesaTiurah setempat
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kr:liuasannva.

Pasal 55

Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar ur^tuk memproses
Surat Keberatan adalah :

a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung
oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas Dinas Pendapatan Daerah
atau petugas lain yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan dalarn hal disampail<an melalui
pos dengan bukti pengiriman surat.

Untuk memperkuat alasan pengajuan
dalam Pasal 54 pada ayat (1) hunrf e

Keberatan disertai clengan :

a. fotokopi icientitas rvajib pajak
dalam hal dikuas;akan:

dan fotokopi idenli.tas lcuasa wajib pajak

b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
c. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (lMB); dan/atau
d. fotokopi bukti pcndukung lainnya.

Pasal 56

Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanar
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) atau ayat (2), diangg,rp bukan scbagai Surat
Keberatan sehingga ticiak dapat dipertimbangkan.
Dalam hal pengajuan K,:beratan tidak rlapat ditrrertinrbangkan sellagaimapa
dimaks,cl pada a1'at (1), Bupati atau pe-.iabat yang ditunj.rk dalam
jangka'"vaktu paling lama 10 (sepuiuh) har-i kerja sejak tanggal pcnerirnaral
surat Keberatan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan
yang mendasari l<eltada :

a, waiib pajal( atau kuasanya dalam hai
perseorangan; ateiu

b. Kepaia Desa/ Lurah setempat dalam
secara kolektif.

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat

Keberatan sebagaimana dimaksud
dan ayat (21 huruf g, pengajuan

pengaJuan\-RelDeratan secara
t^ 

r"

hal Jrengqiuarr: keberatan
1.1

d ;pertimbangkan sebagaimantr
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dimaksucl pada ayat (1) wajib Pajak masih clapar mengajukan Keberata.kembaii sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayar (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 57

tuk keperluan pengaj,an Ke.beratan, wajib pajak dapat meminta

f:f,i: ,::",T:-,T::tj:^1".:!::"1^1"":r pe nse naan. d.rn/atau ^p..,ghitunsan
I ----

,yTlq,:.T:1lq.k.puda Bupati atau Fe3abat yang ditunjuk.

:t,,:::,: ^::r:::i I.e, ditunjuk *..-'u..i d";;-";;;; ;;"* d iminta oleh

if , :'i::,::?i,*1T,1:::i'i*iig o"o; "v^, i; i"ffi ffi j J;u: #iii"'?"li
: #, I :flil'9iTil 1"' r,1 yi ; ;ilip" #i;;;i. #fr ; 

"::'ff 

i, il1Ii: 
o a I I n s

Ll' i,.i 
"u"^,'r-*"il;u ry uki nerrnintoan \t,r-:;f- r)^:^r- --L,*:l'lj:l: .yjl: i:,_*, ::lasain,a"a ;;'l;' ;#;"J;;. (;i'ilH;

,T?gil.Tgl1"'^y-"Ij,1 ,r..'sajy1 .[eb.rr,".,-.";d;;#; o,.,''"llrlJ, o],Xl{I 54 ayat (t) hurui f dan iyat (2) huruf h.

Pasal 58

]ffii"j?jf',"S:"1::1",,:ti,?:li,,y,ij'l-, ?"j* terah membavar paringt se.jumlah yang telah diselujui Wajib pajak.

P*:f :*3s,"f111 
aimal:". pad" nylt 11) apabila adanya kesesuaian'12'k pajak dan NJOp dan penafsiran peraturan pajak.

tl berwenang memberikan
Pajak yang terutang lebih

Pasal 59

Keputusan atas pengajuan l(eberatan dalam
banyak dari Rp. 1.SO0.ObO.OOO,OO (saru miliarratus..luta rupiah).

3 :T:, :T i::*,3 J-"11 9,3"Jr1 l. 
be rwe n an g m e m be rikan Ke pu tu sarr

ff t-'?:1? ff ?:;l'::,,11n ^Yi'"* ;;ie i;;#* ii"*"*'ffilii16 LL

;1, 
j,?,.;33r^:::;:g 1:i,-1l"iar rima ratus juta rupiah).

ll :::i,y,:l1ba 
r s r: bagaim ana ai-J."i ;# ";;'^l pt ditetapkan dengantusan Bupati.

Pasal 60

['ffff r-"":X1X',T::^.i:,T*,::1,.ii''nj::1 se avar (rl dan ayar (2)

l1l jl!"l1tkan. dengan. penelitian lapangan.

pka' berdasarl<an hasil peneritian naminrsirasir dan apabila diperlukan

il* ;::,ff11i:.::y*{1t_;"d'"-*i 11) ci'akukan berdasarkan surat
,Oi:, 

n:,:t]ny-a di rr_ran gkan aalm laporan t 
""if 

p."eli rian.t 
; i fllX* *:: ,.:fl'111n _o' - llr^1 : u:Lj.:"t;i' ; a d a D i n a s pe n d a pa rani h d a h u r u me m b,e ri tah u kan 

" ";;;;'; "" riJ- i,lr. ff T#i:n J.11 T:;xl:Pajak.

Pasal 61

,t;HL"1u;?,*:Jl,Ti:j oX?:::lgka waktu 3 (tiga) buran terhitung
juan Keberatan.
j::*,?:fJrcnerimaan surar Keberatan .n.r,.t"ikH-:'qffi1lHr"r1lg

i.J qcar I t\u ugl a Lan .

:H:', ":::::i:1i 
sebagaimana dimaksud pada 

"y^, 
tii)i j;(1)'i d3pat berupa

Ti, .f 
t"H1[T, 

.,*:" ..u, gr,", ;;;;; u i ",1.1-';:Jiff,ffi 
" l, 

":ffi I ;PaJak yang terutang.

(1) telah ter.lampaui
jangka waktu sebagaimana dimaksud pacl;l ayat

il

il



Keputusan belum diterbitkan, pengajuan
diterbitkan Keputusan sesuai dengan

waktu paling lama 1 (satu) bulan
ud berakhir.
hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT

baru
tempo

SKPD, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SPPT atau SKPD
rkan Keputusan Keberatan tanpa meruba.h saat jatuh

bayaran.
pacla ayat (4) tidak bisaatau SKPD baru sebagaimana dimaksud

n Keberatarr.

Pasal 62

jangka waktu L2 (dua belas) bulan Keputusan sebagaimana dimaksud
Pasal 61 ayat (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau

tcrtulis s,epanjang Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan

Pasal 63

Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
terhadap Keputusan rnengenai keberatannya :vang ditetapkan

Keberatan dianggap dikabulkan
pengajuan Wajib Pajak dalam
terhitung sejak jangka waktu

Pengadilan
crleh Bupati

Indoncsia dcngan

dan bukti

Pejabat ]'ang ditunjlrk.

BAB XII

TATA CARS. PEI{GEMBALIAIT KELEBIHAN PEMBAYARAN PA^IAK

Pasal 64

Kelebihan pembayarar-r Pajak terjadi apabila:
a, pajak yang dibayier ternyata lebih besar dari vang seharusnya terutang;
b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang karena

kekeiirua n penetap:rn.
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala
Dinas Pendapatan Daerah untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
bentuk/format sebagaimana tercantum dalam Lampirzur VIII Peraturan Bupati
ini.

Pasal 65

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) harus memenuhi
persyaratan:
a. permohonan diqjukan sccara tertulis da.lam Bahasa

mencantumkan besarnya kelebihan pembayaran pajak;
b. permohonan dilampiri fotokopi SPP|, SKPD, STPD

pembayaran pajak yang sah;
c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, riern dalarn iral

ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :

1) surat permohonan harrs dilampiri dengan surat l<uasa, . ntuk :

a). wajib Pajak badan; atau
b). wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan ps_Jlhayaran Pajak

menurut Wajib Pajak paling sedikit Rp.2.000.000,SOld6a juta) rupiatr;
2) surat permohonan harus dilampiri dengan sllrat lcudsa.;, untuk Walib

Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembay.aran Pajhk rt'rbnurut Wajib
Pajak paling banyak Rp.2.OOO.O00,OO (dua juta) rupiah, "

Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persvaratan sebaganmana

i
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dimaksud pada ayat (i) dianggap bukan sebagai perm.ohonan sehingga r,idak
dapat dipertimbangkan.

Pasal 66

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi keputusarr atas permohonan
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) harisejak tanggal diterimanya permohonan.
Apabila dalam.langlca waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan,
permohonan yang ciiajukan oleh WEib Pajak dianggap dikabullian dan
diterbitkan keputusan sesuai dengan perrnohonan yang diajukan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pcmbayaran
pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
dimaksud.
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan selak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbi,l-kan Sural
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud
mengikuti tata cara pengelolaan keuangan daerah.
Formulir SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran
ini.

pada ayat (4)

lX Peraturan

BAB XIII

KBTENTUAN PENUTUP

Pasal 67'

n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahtrinya, memerintahkan pengundangan peraturan

'ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal B Alill, r.C1i

BUPATI GGAI,

(

M. SOFHIAN MILE

angkan di Luwuk
tl 

^h 
hirU AT-J1.1! ,.U I,tanggal

*r: DAERAH r{ABUPATEI{ BAI{G,GAr,

LABELO. SH
Utama Merdya

195901161985031014

.:o i5 NOMOR t:):i4
t,:

i

A DAERAFI KABUPATEN BANGGAI TAFIUN
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Oiiri apabila tuas oerqunan tatth det 1000 M? atau pmtah tantar tebih dan 4. 
KGtaE 1 dan kel.s 2 dti3i apabrtatrm|gn )sntat feOrir-Oar, O' lGhs 3 dtis @€tita tufilrh lanta hJ'wE den 21- 

--

^ . _ 
*"1"" 4 diisi spsbile iumtsh lantai hrrarg dad 63a ToFcyApotitvpassr/Ruko

Diiri Epabira r.,''" ben€un3n bbh dan .rooo 
M2 ata, pmran renta, rebrh dar, d' Kotsr 1 diis| apsbile jumleh tantai l€bih dari 2- Kofes Z dltsi 6p€bila iuml€h larnai kuram darr 2. 

K6tss 3 dir3r apabitalumtah lantai kurarf drri Z35 Rumah Sakit4(tinik
Oii3i apobilr luas bangunan bih dari 10OO M2 alau,umt6h tantar lebih cJan 4' Kslss 1 diisr epabile,umlah lantai bbih dar 2' Ketae 3 d\ sr spatils iumtsh tanta kurarB Js; 5' Kclo3 4 dil\r ,rpabrta lumlah t6|,|lar kurar{l darr J36 Luas Kam€r dengon AC Centrat ('rf)
Sudafr plas

37 Lua! Ruang lain crarpan AC Cor(rat (M?t
SuCan ptar

38 Kctes Bangmsn JPB Oleh Raga/Rekroes,

9iy afrrttt€ [€s bsn0man hjh dari l0O l# atau pmtoh tanta, {ebrf] oarr 4' Kol6s 1 diisi apabita tumtah tantei l6bih dari 2

: lel&r 
3 dls ap€tila fnrrh terrrs l(rmng Oan 5' Xcta3 4 drrsr apabila pmlah lanla kurang dari 3.'U J€frrS Ho(el JCB H()tot/\A/rsms Drsr apabrla luas Dsngunan lebrh den

2B Tingg Kotorn
29 Lobar Bontsflg
3O Ocya Ouiu,g r_antar lKglr,lr)
31 Kelting Okrdirig
32. Lues *tslzzaryrn

33. P$Ldttoran Sw.esta/Gedung penmrintah

40 Jmlah Birrtang JpB ltotet/Wisma
41 Jumlah Xamer
4':2 tusr Ksms dqngan AC Cenhat (tvlr)
43. L{,/a6 Rueng tain dongen AC Ccntral {trr:)

Sud.h i.trr
44 ftp€f Eangrtnrefl JpB ptrkr

45 Kota3 Bangman Aoarlemet]

Oii3i apgbite dalam bangunan tgGebut odo kolomltiiang b€tm)Lob,r bengng cliiai dengran larak ,nlsr koaoryl
Kckutan trnai datam 1 Kgrf

'Sudah 
,ote6

Lgsa dianlora tanl8i I dan tsnte 2 (biasanye sopenioe dan tJaf,
lantai 1 etau tantgi 2)

l OOO M2 arau lumiah lariail€bih d6 d

6udsh lelos
Jurrtah soluruh tamaf hotdl
Sud6h let6s

Dlisl ep€Fits tue3 bangunsn lcbih dari J0OO ld atau iumtah tanrEllebih dBl'| 4

orr'l spabila ruas bsngman rebh daai 10oo rvtr etau lumrsh rentar robh da, 4' Kotar 1 d6f, kela3 2 drli lpabteFrrnlah tant,tr toO,n Oar, o' t(.taa A dflsi apal'lta lumhh tanrrt X.nng Ata Zr

. _ 
' Keles 4 diisr spabila jumtah tantai t urari Oari o46 Jumtsh Apanernon

47 Lues Ap€rt'men dongef) Ac cc.rrrat ruli 
Jurnlah soluruh Aparternen

Lual Aponom,r' te.rllatrjr derEan AC CenFal4E Lurr tluang larn rJonger AC C€nt.l (irir)
Luat nre.rgcn lnin solarl rp€ncmefi den!€n AC Ccntrnl,19 Klp-litss ferKi{t

5D L6tAk Tenokr 
l(apasita! tan0kr tninyok daiam Mi I

51 Gedung sok'rsh 
Sudah ples

52 Nllet Slrt.n 
Diisi dengrn I ltka obr€k adal€h o|odur|g s€kolsh

53 Nilei IndlvidJgt 
Nilai littom dit.ntukrn oteh petugas reiatah drrctrpkan

54 raneod Kwiu*ean Kombsr, ' iiilff H::i$|;:il 
t* petus" 

'ctarrh 
ditotrpksn

55 Tanogrl pandatasn

56 Tende Tangon 
Ter€gal pondataan awal

s7 Name Jelrs 
Tarxts tsr€an pdr€o3 pendrla

58 Ntp 
I Nam6 Ftai potugas oendata

59 Tangoar pcnerir,o,r NIP Pe'tdata

6o ranJirersan l:Hi:;Hiil,iill'n"n,-
61 Ngme J6la!
62 Nlp 

flarna petuqas penelltr

NtP penetiti

I

i

I

L.

a

t, J /,:



l3ilah tcrrulir int rron06n bonsr, longklp dan gunakan fuM balok- PerryiEisn'lulruf dtmular den kot6k ayrral- Pengisian 'angka' d'Imurer dan kotok akhir sccara befl.rru'"n oong'n rdrakh;r dsrr k_6nan ko rr'
No Fomtrilr

uprD FELA'ANAN pAJAr( oti3i otch pettoas

J€Nrs rRANsAt(sr 
e"t ob/' Pt'L'9as

y,\o Diitolch palugas

Drsr o/eh pelugas
NOP EERSAIiIA

A. rNFoRtAgr TAMBAHAN u*Tux 
'ATA "o"u*o 

*n *t-"'

FERHATIAi{ i

NOP ASAI
NO SPT LAMA

8. OATA LETAK OBJEX PAJAI(
NAMA JAljN
Gunakan gtgkatan sebas,s/ beifir/
JL urnth Jrrsr
BJ untuh Sonlet
DS untuk Dusun

();r o/eh petlrgas

D;s, oreD petu€fss

lsrl&h dengan nama atdmat ob.bk pdJak

,<AV ufieur r<t+ot/}'.g

KO unarat(o.ffitt
SB lrtul Sl,brl

GG unluh Gang

XP untuh Xampung

LX untuk LJngkunpan

AJ untul UJung
BLX unh* BCekmg ALt unhrh c/'rr'.

BLOK/MV/NOMOR : lsitah dofiaan rFrnor. blok. ks\€tino
Car(eh Prnqtrl.n NAi4A JALAN . BLOK/KAV/NOMOFI

NAMA JA1AN

Jl HR. lr'lr,hamma{t

Jl Blruran fV

.Jl Ja..nbu Gg Il
GE t,angg€r

Kp Mol6no

Jl Dukuh Kuparq Btr

KET.{J'IAHANTDESA

R\^//RT

C DATA SUSJEX PAJAX

STATUS

PEKERJAAN

NNMA SUSJEK PAJAK

BLOrC06v,4{oMoR

Kav. 87
10

'15

Eloh Cl - 12

Elok Ol - 08

lsilah dengdn ndna Kelutahan/Dcse dimana obl€,k pdjai borfr,a
lstloh dongon nafta Xotuethann)esa rt,nrans obpk pajek berede

. Bshlsh t6rda sileng (X) sesud, dengan tff'ldadn yang Ecb!,n6myc pcaa
seal lofinalit diisi

. Berilah tadd silsng (X) pada butir | (F\\lS). 2 (AARD, g (pensunan) ttkt
,€ngh'stlsn su'Jek pa|6k se/rat&.msln bar!/{f,t dai ealt a6u ustv
c8]nsbn, 1 (Asddn) dbed tand} silaog (X) ttk6 obfok palak tersebut mihlt
Brdcn etAu P'nprintah. Eutir S (Lainn)/d) b?/n tande sjtang (n ika ,ublek
Fjak dalah PAls, ABR4 pen3lLln\n ysng i'E,mpuarat p8@Dallran /aln
(tiluat gai Etau uong lnnaiundn ctan pakarisdn la,nnva s.lain pi/S, AgRt
dcn Ps.nslunan.

lsi&/' &n$n brqkap G€/,ff,ntar, pd.gkct d.n rsne t ;onir, panubsnnya
disinngkat dic€tehd'W name sublok ppaiak sateleh koma dibdti |rra,( saiu
spag den diamin dengan titik.

Contoh ALl. H

SLTWARNO JEND
JOHAATES PROF DR. IR, SH

t..
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I AM{'IRAN VII P€RATIIRAN EIIPATI BANGGAI

NoMoR 1l |Jilnjli ?a|i
raNGGAr t, y'-I)ml 201i

-gr

\,, )tsu/
/t1g.Y\fw/

frltaF6f \lT I lt r/ . nl l6 .'ft\! 6 | \'^^ . t
r L,rlLl\lr\ lr\ll l!19( l,l I L.\ l> r'\v\r.\l

lJtr\r\.\ l'l','\lJr\l'A I Ar\

kontplelu Kunror Buputt Keiurrthun i ontburtg i'ertrttu

L U !V tt K SELA l'Ai\t 9.l 7 I o

qIID A T D 
^ 

LZ q A
J v l\,I 

^ --l--1:J:-:2-l\
irr tlt il tl r

l)[:ivll Kl;r\Dll-z\N UI-RDASARKAN K[. lUil;\Nz\N ]'r\N(j MAIIA l-Sz\

BUPA I'I I]ANGGAI

N onror .l:'I-an eqal STPD/S K PD/ST l)t)/S K t' t) K Fl,i

qK pDK tt'l .s'l'Pl)

SF: Kebgrntnn. SK Pemhenlrrlrrr.

Paiak
'I'ahun

Paiek

Iumlah

| | loqpa(an

qi

Sk I'unisen 'I

Lan i\ajib Pajair I l;ctranggrrug lralak untuk mcnrbayar jumiuh tungSa\lrt i]'a,jak tcrscbr,t pada Uani yalrg tlitunSuli

wuktu 14 janr setelali penlbentahuall Surot Pa.ksa irti.

kepada Juru Sita _\,ang ntelakeanakan Surat Palisa ini atau juru liita yang lain yang ditunluk untuk tnela.nlutkan

penyitaan atss borang - barlrrg nrilik Wajib Pa.iak / Penanggung Pa.iak , apabila dalanr wal.tu 2 x 24 iarn Surat Paksa irri

PFRHA.T!;1N KFOAI A NINAq PFAINAPATAN

(.\8Ur-'ATS t J BA i.lGGAI

./ll J lL'\l(t JL I LL/\ll I /\t\UUi\L
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IAMPIRAN lll : PEMTURAN BUPATT BANGGAI

i:#:i, :1r r4urnr 2015
: B IPRiI 2015

SKPD
(sURAT KETETAPAN PAJAK OAERAH)

Masa Palak .

Tahun : 2015

PEMf,RINTATI
KABTJPATEN BANCGAI

DTNAS PI.]NDAPATAN

Komplcki perkantoran Dupatl Sanggai

NO. URUI

anggal Jatuh Tempo

Dengan Huruf

1 Harap Penyetoran dilakukan rnelalui BKp atau Kas Daerah ( 8ank..................................... .)

dengan menggunakan surat seroran paJak Daerah ( SSPD )

2 Apabila SKPD ini tidak atau kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKpD irri
diterima dikenakan sanksi adrninistrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Luwuk, 201 5

IGPA,I.A OINAS PEIIOAPATAN

KAEUPATEN EANGGAI

MODEI: DPD 1OA

NPWPD

Nama

Alamat

TIBANGG,AI,

TANDA TERIMA

EL: DPD-lOA

M.SOFHIAN MILE
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LAMPIRAN IV : PERATUI{AN BUPNTI I}ANGCAI

NOMOR : 13 TljfJtI zo15

TANGGAL: BA}ruL2o1'j

PENJT]LASAN
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LAMPIMN V PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR : 1 _-, I'AIIUII ?-O1j
TANGGAL : BApRIL2OIS

Tahun

: Perrnohonan Angsuran

Xepada Yth,

Bapak Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Eanggai

Luwuk

hormat,

Yang benanda tangan dibawah inl :

Pemilik/ Pengelola

untuk dan atas nama

,/ merk usaha

/ NPWRD *)

mengakui maslh mempunyai hutang pajak / SPPT atas SKPD/5KPDK3/SKPDKBT/STPD/

SKRDT *) ............. Bulan ... Nornor

dengan ini saya meirgaiukan permohonan agarkiranya hutang patak / retribusi r) terscbut

diatas clapat disetor dengart cara anSsuran sehanyak (

kali dengan masing - masing tersebut dibawah dan akan lunas spluruhnya paling lambat tanggal

rincian Angsuran

TANIrlr]AI OEnIVETAQ,\lrl JUMLAH ANGSURAN

t0t Pn

Tol'o'

Tal
'41
I cl

Rp

nn

Rn

Alasan pengajuan permohonan saya denBan harapan dapat dipenuhi :

Demikian permc'honan sarTa dengan harapan dapat dipenuhi.

Ianda Terirna

An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kepala . Penetapan

HorrnaI saya
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LAMPIRAN VIII : PI] ITA'IIJIIAN BTJPA].I BANCC AI

NOMOI{ : il ltj.lfl.n; 2015
'fAN(i(iAL: . A)tuL ',lCi5

'l"ahun

Kcpada Yth,

Bupati Bunlrgai

di-

Lu*'ul<.

Pcrnrohotrau Pc tigc nrbal iun

Kclebihan Pcmhavaran Palak

[)engan honnat.

Sc:;uni clcngan SK Kctrcrgtan,/ Ptrtusan llending/Kclebihen Pembel'arnn nt:ls SPTPD *)

r1onror....... tanggal...... kartti mohotl dengatt

hormat keparia Brrpnti Banggni trnhtk memhnyar kelehihan Penrha*'nran

ll(ull(l

Nlrwl,l)

Alamat

l'ekerl.tiqr

K3lri nrensqrrkarr Srrrat Penn<rhonan Pengcnthaliarr Kclehihatt Pemhavaran Pajnk l)aerah *)

Slcjtinrlah Rp. : . ( ........... .... )dcngrn

alasan

l)enrik ian agar kiranva tlapak rlapal nrenvelrrirrinv;r cr:helttnrnva kanri rrcapkatr leritna kaqih

flomrat kanri

l)emohon.

W.uib Paialt Daerah * )
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L^\[,PlltAN lX : PERATURTI: I SUPAT] EANmAl

NoMon 13 TAlrulI 201i
T^NGGA|-,tlipRIL101)

PEMERINTAH KAEUPATEN TIANGGAI

D|n^g ftnoAP^ran

l(mrLt! P..tDtorm 0rprri 8ra3el {cL lrnisnt turb

SKPDLB
Surat Xatetepan Pajak Daeralr lebih eayar )

Nama

Alamat

Npwp0

Tangfal Jrttrh lemDo

Ayot Palak

Nama Paiak

Eerdasarkan Peraturan Oaerah Xlbupaien llanSiai No, 10 Tahun 2013 tefah dilakukan oemeriksaan atau keterangan larn

ala3 pelaksanaall kewailban :

oarl pemcrik.rsaan atau keterangan lain tersebut dlatas, perhltunsanJumlah y"rng maslh harus dlbayar adahh sebag.rl berikut :

1. Dasar pengenaan

2. Pafak yang terhutang

3. {redit Palok :

a. Setoran yangdllakukan I

b. Lain - lain

c. Dikurangi Kompenlari kelebihan i(etahun yeng

akan datang / hutant paJak

d. Jumlah polak yang dapat dikreditkan ( a+$c )

4. lunrlah kelebrlran pernbayaran l'rrkrrk i'a1ak ( 3d.2)

5. Sanksi admini:trasi :

a. Ounsa { Psl 9 {l} )

b. Xcn.lkaft (Pil 9 {5) )

c Jumbh senksl admrnlstrrsl (rr + b )

6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5c )

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. _
Rp.

Rp

Rp

Rp

t-
Pengembalian Kelebihan Pajak dllakukrn pada Kas Daerah dengan menggunakrn Surat perintah Pencairan Oana ( SP2D )
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.,,...,.....,,...,... l.ahun,.,,,,..,....

Kepala Dlnas Pendapalan Kabupaten Eanggal

uPo- 11A

Gunttnq diJini.....

No. 5KPDLg
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